SALINAN

BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

Menimbang

Mengingat

FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

bahwa guna melaksanakan Ketentuan Pasal 23 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Kerja Penagadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota,
bahwa Bupati membentuk Unit Kerja Pengadaan Barang/
Jasa sesuai kewenangannya;

bahwa guna meningkatkan peran dan fungsi Sekretariat
Daerah maka Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Sukamara, perlu diubah dan disesuaikan;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten  Katingan, @ Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau,
Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan
Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018
tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di
Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota;



Menetapkan :

1.

S. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40);

6. Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta
Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara (Berita
Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 19),
Sukamara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Sukamara Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 28),

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara
(Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 19)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukamara
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sukamara (Berita Daerah Kabupaten Sukamara
Tahun 2017 Nomor 28), diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1
Bagian Umum

Pasal 26

(1) Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian Umum.
(2) Kepala Bagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas penyiapan bahan kebijakan bidang tugas
Bagian umum, melaksanakan Administrasi kepegawaian,
melaksanakan urusan rumah tangga, penatausahaan
keuangan, verifikasi dan akuntansi, perlengkapan,
menyiapkan pembinaan, melaksanakan tata usaha pimpinan,
koordinasi penyusunan program lingkup Sekretariat Daerah
serta tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :
a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan
kegiatan pada bagian-bagian di lingkup Sekretariat Daerah;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bagian;
c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bagian;
d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan
kegiatan pada bagian; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.



Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Bagian Umum, membawahi :

a)
b)
)
d)

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
Subbagian Rumah Tangga;

Subbagian Tata Usaha.

Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)
(2)

(3)

Pasal 28

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang
Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan Kketatausahaan Sekretariat Daerah, tata wusaha
kepegawaian, pengadaan dan pemeliharaan, menyimpan dan
mendistribusikan barang di lingkungan Sekretariat Daerah,
serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan
penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;

penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

opo o

Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan satu pasal baru,
yaitu Pasal 30A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 30A

Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala
Subbagian Tata Usaha.

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mempunyai tugas mengurus administrasi
ketatausahaan Unsur Pimpinan yang terdiri dari Kepala
Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, Staf Ahli,
dan Asisten di Sekretariat Daerah Kabupaten Sukamara serta
tata usaha  penunjang administrasi ketatausahaan
pelaksanaan kegiatan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
(Forkopimda).

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi

a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan
penjabaran kebijakan teknis pada subbagian,;

penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;

pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan;
pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan pimpinan.

opo o



5. Ketentuan Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2
Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Pengadaan
Barang/Jasa

Pasal 31

(1) Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Pengadaan
Barang/Jasa dipimpin oleh seorang Kepala Bagian
Perekonomian, Pembangunan dan Pengadaan Barang/ Jasa.

(2) Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Pengadaan
Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
mempunyai tugas menyusun bahan kebijakan pemerintah
daerah bidang perekonomian dan pembangunan daerah,
perencanaan strategis bidang perekonomian dan
pembangunan  daerah, pelaksanaan dan = pelayanan
administrasi, pembinaan promosi, sarana perekonomian,
pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup
serta produksi dan budidaya, fasilitasi dan koordinasi,
penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan
pelaporan bidang penyusunan program, pengendalian
pembangunan, analisis dan pengkajian pembangunan,
menyelenggarakan dukungan pengadaan barang/jasa di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara meliputi
pengelolaan pengadaan barang/jasa, pengelolaan layanan
pengadaan secara elektronik serta pembinaan Sumber Daya
Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa serta
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan
Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program dan
kegiatan pada bagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada bagian;

c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pada bagian;

d. pembinaan, monitoring, evaluasi, pelaporan program dan
kegiatan pada bagian; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 32

Bagian Perekonomian, Pembangunan, dan Pengadaan
Barang/Jasa, membawahi :

a) Subbagian Perekonomian dan Pembangunan;

b) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa; dan

c) Subbagian Sumber Daya Alam.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 33

(1) Subbagian Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian Perekonomian dan Pembangunan.



(2)

Kepala Subbagian Perekonomian dan Pembangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas
menyiapkan bahan perumusan kebijakan pemerintah daerah
dibidang penyusunan pedoman, petunjuk teknis pembinaan
pengembangan promosi daerah, investasi, pembinaan dan
pengendalian administrasi perekonomian dan sumber daya alam
dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi serta melakukan urusan
tata usaha subbagian perekonomian, menyiapkan bahan
perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang bina sarana
perekonomian, penyusunan rencana dan program kerja bidang
sarana perekonomian, penyusunan pedoman, petunjuk teknis
pembinaan pengembangan usaha daerah/badan usaha milik
daerah/perbankan, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah,
perdagangan dan perindustrian, pengendalian, pelaporan,
analisis dan pengkajian pembangunan ekonomi dan sosial
budaya serta fisik prasarana, penyelenggaraan sistem informasi
serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pengendalian
pelaksanaan pembangunan, serta pengkajian pembangunan dan
bantuan luar negeri, pengelolaan urusan tata usaha dan rumah
tangga subbagian pembangunan serta tugas lain yang diberikan
oleh pimpinan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Subbagian Perekonomian dan Pembangunan
menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan
penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;
b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1) Subbagian Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleh seorang

(2)

Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa.

Kepala Subbagian Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pengelolaan kinerja
PBJP, Pengembangan Kapasitas kelembagaan PBJP, Monitoring
dan evaluasi pelaksanaan PBJP, pelayanan hukum bagi personil
PBJP, pelayanan informasi PBJP kepada masyarakat luas,
melaksanakan fasilitasi/ bimbingan teknis dan/ atau pelatihan,
melaksanakan konsultasi dan/ atau pendampingan termasuk
pemberian rekomendasi, melaksanakan fasilitasi pembinaan
SDM, menyusun strategi pengadaan berupa inventarisasi,
pelaksanaan riset pasar barang/jasa, dan penyusunan strategi,
melaksanakan pemilihan pemilihan penyedia barang/ jasa
melalui pelelangan, seleksi, penunjukan langsung dan/ atau
pengadaan langsung, melaksanakan pemilihan penyedia barang
dan jasa melalui KPBU, melaksanakan pemilihan barang/jasa
dalam katalog elektronik sektoral perencanaan dan pelaksanaan
kontrak PBJP bagi K/L/D/I yang tidak memiliki SDM yang
berkompeten, menyelenggarakan sistem informasi dan transaksi
elektronik PBJP melalui SPSE, membantu pelayanan PBJP
secara elektronik termasuk SIRUP, e-katalog, e-monev, SIKaP
dan lain-lain, memandu pelaksanaan verifikasi PBJP,
melaksanakan pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan
oleh UKPBJ dan melaksanakan fungsi manajemen aset serta
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.



(3) Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat (2), Kepala
Subbagian Pengadaan Barang/Jasa menyelenggarakan fungsi :
a. pengumpulan, pengolahan dan penyiapan bahan rumusan

penjabaran kebijakan teknis pada subbagian;

b. penyiapan bahan perumusan kebijakan pada subbagian;
c. pelaksanaan kegiatan dan kebijakan teknis;
d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
e. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

9. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab, yakni
BAB VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
KETENTUAN PERALIHAN

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural berdasarkan
Peraturan Bupati Sukamara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukamara, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya
sampai dengan dilantiknya pejabat baru sesuai dengan Peraturan
Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 19 Desember 2018

BUPATI SUKAMARA,

ttd.

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 19 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd.

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018 NOMOR 28



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUKAMARA

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH

BUPATI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
|
|
SEKRETARIS ;e e e e e e e e e e e e e e = = = '.
DAERAH :
1
ASISTEN ASISTEN STAF AHLI BIDANG STAF AHLI BIDANG STAF AHLI BIDANG
PEMERINTAHAN DAN ADMINISTRASI UMUM, PEMERINTAHAN, EKONOMI, KEUANGAN KEMASYARAKATAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT PEREKONOMIAN DAN HUKUM DAN POLITIK DAN PEMBANGUNAN DAN SDM
PEMBANGUNAN
| BAGIAN | |
BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT, BAGIAN BAGIAN BAGIAN BAGIAN
PEMERINTAHAN KEPROTOKOLAN DAN HUKUM UMUM PEREKONOMIAN, ORGANISASI
KESEJAHTERAN RAKYAT PEMBANGUNAN, DAN
[ I | [ PENGADAAN BARANG/JASA
| _
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN | SUBBAGIAN SUBBAGIAN
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— PEREKONOMIAN DAN
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SUBBAGIAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN - TATA LAKSANA
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PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PELAPORAN — SUMBER DAYA ALAM
SUBBAGIAN
L {  PEMBERDAYAGUNAAN
SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN SUBBAGIAN APARATUR NEGARA DAN
PEMERINTAHAN KESEJAHTERAAN RAKYAT DOKUMENTASI DAN — RUMAH TANGGA —  PENGADAAN BARANG/JASA REFORMASI BROKRASI
DESA/KELURAHAN INFORMASI HUKUM
SUBBAGIAN
] TATA USAHA BUPATI SUKAMARA
ttd.
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FUNGSIONAL

WINDU

SUBAGIO




	BUPATI SUKAMARA
	TENTANG
	Ditetapkan di Sukamara
	pada tanggal 19 Desember 2018
	BUPATI SUKAMARA,
	WINDU SUBAGIO
	Diundangkan di Sukamara
	SEKRETARIS DAERAH
	SUTRISNO







